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Semangat Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71
(Indonesia Independence Day)

Ketua Prodi IP UMM bersama Pembicara Hardi Warsono, M.TP, Ph.D

Pembaca Prodip News Edisi 3 2016
yang budiman. Pada salam edisi kali ini
bertepatan dengan momen istimewa Hari
Kemerdekaan Nasional Republik
Indonesia (Indonesian Independence Day)
ke 71 yang kita peringati pada tanggal 17
Agustus disetiap tahunnya. Tentunya tidak
sekedar mengikuti prosesi upacara,
melainkan hal terpenting adalah mewarnai
spirit hari kemerdekaan Republik
Indonesia dengan aksi nyata, dengan tetap
cinta tanah air dan menjunjung tinggi
harkat dan martabat bangsa serta turut
andil dalam merawat integritas bangsa

Ketua Prodi IP UMM
Hevi Kurnia Hardini, MA.Gaov

merdeka secara politik tetapi juga secara
ekonomi dan sosial. Adapun tujuan
akhirnya adalah membuat masyarakat
Indonesia hidup dengan damai dan
merdeka dalam arti sesungguhnya
merdeka dalam berfikir, berkarya,
bertindak dan merdeka dari kemiskinan
dan kebodohan.

Oleh karena itu edisa ketiga Prodip
News ilmu pemerintahan UMM akan
menyajikan beberapa rangkaian kegiatan
dalam rangka memenuhi kewajiban warga
negara yang cinta tanah air dalam program-
| program kegiatan kuliah kerja nyata

Indonesia. Berkaitan dengan momen
tersebut seluruh rangkaian kegiatan Program Studi [lmu
Pemerintahan UMM (IP-UMM) juga merupakan bentuk
nyata pemaknaan dari Kemerdekaan R1.

Hari kemerdekaan Republik Indonesia
seharusnya tidak hanya diperingati secara seremonial
belaka dengan kegiatan upacara, namun lebih dari itu,
pemerintah dan setiap warga negara seharusnya
menjadikan independence day sebagai penanda dan
pijakan untuk menjadikan Indonesia lebih maju, lebih
baik, berdaulatan dan berdikari. Sebagai sebuah bangsa,
Indonesia harus sepenuhnya merdeka bukan hanya

Government Science Activities

(KKN) yang diselenggarakan secara rutin
setiap tahunnya. Kegiatan mahasiswa [P-UMM dalam
program KKN tersebut tidak lain untuk merawat
integritas bangsa dan mengentaskan kemiskinan serta
kebodohan melalui karya-karya akademik yang sifatnya
pembinaan dan pemberdayaan. Selain itu dalam edisi ini
juga akan disajikan beberapa keterlibatan dosen
IP_ UMM di berbagai kegiatan dengan lembaga lain baik
nasional maupun internasional.

* Pengarah Redaksi,
dan Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMM.

Kuliah Tamu Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah

Otonomi daerah dalam
konteks Indonesia diyakini sebagai
sebuah cara untuk membangun
pemerintahan yang efektif,
mengembangkan pemerintahan
"l yang demokratis, menghargai
| keragaman lokal, menghormati dan
mengembangkan potensi
masyarakat lokal, serta memelihara
integrasi nasional. Selain itu,
sejatinya otonomi daerah lahir
sebagai upaya untuk membongkar

pada sesi kuliah tamu Kerjasama Daerah

disalahgunakan dan cenderung korup (power tends to corrupt absolut
power tends to corrupt absolutly). Untuk merespon dinamika otonomi
daerah tersebut, Program Studi Ilmu Pemerintahan menyelenggarakan
Kuliah Tamu Otonomi Daerah yang dilaksanakan pada 3 Juni 2016.
Acara yang menghadirkan Hardi Warsono, M.TP., Ph.D yang
merupakan Ketua Assosiasi llmuan Administrasi Negara (AsIAN)
Indonesia yang sekaligus Ketua Departemen [lmu Administrasi Publik
Universitas Diponegoro tersebut sebagai pembicara inti, menegaskan
akan pentingnya kerjasama daerah sebagai bentuk organisasi
Networking. Karakter kerjasama antar daerah yang berpola networking
(Intergovernmental Network) akan menjadikan daerah menjadi mandiri.

Karakter tersebut didasarkan pada interrelasi yang dilakukan

sentralisme kekuasaan (centralism of power) terutama dalam hal tata relasi
pusat dan daerah. Artinya, desentralisasi dan demokratisasi menghendaki
adanya pemencaran kekuasaan. Karena kekuasaan yang terlalu besar, akan

oleh daerah yang bersifat bebas dan mandiri dalam berhubungan dengan
daerah lain. tidak ada struktur kewenangan sentral, semua tujuan
dihasilkan dari kesepakatan dari semua anggota yang tergabung dalam
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Government Science Activities

kerjasama antar daerah sebagai perwujudan aksi bersama (collective
action). Beberapa daerah membuat sebuah forum yang hanya berfungsi
sebagai pertukaran kebijakan dan program, teknologi dan solusi atas
masalah-masalah bersama. Terdapat beberapa yang harus dicapai dalam
mencapai keberhasilan derajat jejaring vyaitu: Information network,
developmental network, outreach network dan action network. Tangga
pertama information network menegasikan bahwa beberapa daerah
selama ini hanya berfungsi sebagai pertukaran kebijakan dan program,
teknologi dan solusi atas masalah-masalah bersama. Developmental
networks, kaitan antar daerah yang terlibat lebih kuat, karena selain
pertukaran informasi juga dibarengi dengan pendidikan dan pelayanan
yang secara langsung dapat meningkatkan kapasitas informasi daerah
untuk mengatasi masalah di daerah masing-masing. Outreach networks,
dalam kerjasamanya ada penyusunan program dan strategi untuk masing-
masing daerah yang diadopsi dan dilaksanakan oleh daerah lain. Actions
networks, daerah-daerah yang menjadi anggota secara bersama-sama
menyusun program aksi bersama sesuai proporsi dan kemampuan masing-
masing

Pernyataan yang menyiratkan adanya “kegundahan™ di
kalangan birokrat daerah diinterpretasikan dalam beberapa kemungkinan.
Pertama, "'ledakan besar” desentralisasi (big bang decentralization) telah
melahirkan kecemasan munculnya egoisme kedaerahan yang kronis.
Setelah puluhan tahun terkooptasi oleh kekuasaan yang sentralistis dan
monopolis, Daerah nampaknya ingin menghilangkan segala sesuatu yang
bernuansa "Pusat” dengan cara menonjolkan berbagai atribut kedaerahan
seperti putra daerah, retribusi daerah, atau bahkan otonomi daerah itu
sendiri. Kecenderungan seperti inilah yang disebut sebagai perangkap
kedaerahan (the trap of localism). Artinya, otonomi yang semestinya
mampu membuka peluang bagi otoritas daerah untuk berpikir bebas dan
kreatif secara global guna memajukan daerahnya, justru berdampak
semakin sempitnya pola pikir (mindset) para pelaku otonomi di daerah.

Kedua, menunjukkan indikasi yang sebaliknya, dimana
“otonomi setengah hati” atau bahkan resentralisasi semakin menguat
semenjak dilakukannya revisi terhadap Undang-undang Nomor 32 tahun
2004. Dua pola pengawasan terhadap Peraturan daerah melalui
mekanisme evaluasi dan klarifikasi sebagaimana diatur dalam UU
Pemerintah daerah Tahun 2004, semakin meneguhkan prasangka tentang
resentralisasi tersebut. Hal ini berarti bahwa praktek administrasi publik di
Indonesia sesungguhnya masih lebih bercorak top-down, dan kurang
memberi ruang bagi berkembangnya proses difusi inovasi yang berbasis

locally bottom-up initiative serta self-help empowerment. Selain itu, masih
ada satu ironi desentralisasi lain yang sesungguhnya telah lama diprediksi.
Fenomena ini berkaitan dengan pergeseran peran dan posisi Provinsi yang
semakin mengecil.

Provinsi merupakan unit penghubung (intermediate administrative
entity) antara Pusat dan Daerah (Kabupaten/Kota). Sebagai unit intermediasi,
Provinsi memiliki dua posisi monopoli, yaitu sebagai agen tunggal dalam
menjabarkan kebijakan Pusat yang menyangkut urusan kepemerintahan
daerah, serta agen tunggal yang menyediakan seluruh informasi tentang
daerah kepada Pusat. Namun dengan adanya desentralisasi, timbullah efek
loncatan katak (leapfrogging effect), yakni terjadinya transfer kewenangan
dan sumberdaya Pusat langsung kepada Kabupaten atau Kota. Pada saat yang
sama, terjadi pula transfer sebagian kewenangan dan sumberdaya dari
Provinsi. Proses inilah yang menjadikan fungsi dan peran Provinsi menjadi
tidak lagi signifikan. Kedua fenomena tersebut dapat dikatakan sebagai ironi
otonomi daerah, karena merupakan dampak yang sama sekali tidak
diharapkan ketika kebijakan otonomi digulirkan pertama kali. Namun, pada
ranah implementasi, pelaksanaan otonomi daerah justru jauh dari harapan
Hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah oleh berbagai kalangan. Secara
tidak langsung pula memperlihatkan bahwa agenda ini lebih menunjukkan
kegagalan daripada wujud kesuksesannya.

Jika tidak dapat diatasi dengan baik, ironi otonomi diatas dapat
mengancam tiga kondisi ideal yaitu tumbuhnya demokrasi lokal yang sehat,
meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi rakyat, serta membaiknya mutu
pelayanan umum. Untuk itu, paling tidak diperlukan dua langkah simultan
sebagai prasyarat utama keberhasilan otonomi daerah. Pertama. adanya
kebesaran hati dan kepercayaan (frust) Pusat terhadap Daerah. Pemerintah
Pusat hendaknya tidak selalu mencari-cari celah untuk melakukan intervensi,
karena konsekuensi logis otonomi adalah berkurangnya kadar interventionist
state. Kedua, adanya kemauan Daerah untuk meningkatkan kapasitas SDM,
kelembagaan dan finansialnya secara terus menerus. Sebab, konsekuensi
logis otonomi yang lain adalah harus dilakukannya capacity building bagi
seluruh sub-sistem pemerintahan daerah.

Dalam mewujudkan kedua langkah simultan tersebut di atas
sebagai prasyarat dalam mencapai keberhasilan otonomi daerah, maka
penting kiranya mengartikulasikan kembali akan pentingnya kerjasama antar
daerah agar tercipta kekuatan-kekuatan yang lebih besar dan dapat
disinergikan untuk menghindari ancaman-ancaman lingkungan dan
permasalahan yang lebih rumit dan menciptakan produktivitas yang lebih
tinggi untuk menghilangkan ego daerah. (kml)

Doktor Baru Perkuat Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Prodi llmu Pemerintahan

Saiman, begitu ia disapa oleh
civitas akademika Universitas
Muhammadiyah Malang. la
merupakan salah satu Dosen
Program Studi llmu
Pemerintahan yang meru
Alumnus dari Universitas
Hassanudin Makassar. Semula ia
menekuni bidang Politik
Internasional, namun setelah
melajutkan Studinya di
Universitas yang sama, dosen
yang dikenal santun dan penuh perhatian terhadap mahasiswa ini menekuni
bidang baru di bidang Pembangunan dan Masyarakat, dirasa belum puas
akan pengabdian di dunia pendidikan dan pembangunan masyarakat
Saiman tertarik dengan studi perbatasan, dengan ini beliau mencoba
mengungkap permasalahan perbatasan yang pada saat itu kebanyakan
masih belum terurus oleh pemerintah pusat.

Dr. Saiman, M.Si bersama kolega pada saal acara
Pengukuhan Doktor limu Politk

Rasa perhatiannya terhadap permasalahan perbatasan di
Indonesia mendorongnya untuk melanjutkan pada tahun 2009 yang ia
tempuh di Program Studi [lmu Politik Universitas Indonesia. Pada Juli
Tahun 2016, Pria kelahiran Makassar ini berhasil memperoleh Gelar Baru
dari Universitas dimana ia mengenyam Pendidikan Doktoral. Disertasinya
yang berjudul “Hubungan Pusat dan daerah dalam Pembangunan
Infrastruktur Perbatasan Indonesia - Malaysia Pasca Reformasi™
dilatarbelakangi karena Seringnya perma an Indonesia -
Malaysia yang sangat mengganggu keamanan dan kedaulatan NKR1.

Ketertinggalan pembangunan perbatasan Indonesia merupakan
salah satu penyebab terjadinya permasalahan perbatasan khususnya di
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Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Berdasarkan UU No. 43 tahun 2008
tentang wilayah Negara dan perpres No. 12 tahun 2010 Tentang Badan
Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Negara mempunyai kekuasaan dan
kewenangan dalam pembangunan perbatasan guna pencapaian masyarakat
perbatasan yang sejahtera dan aman. Pemerintah daerah kabupaten nunukan
mengusulkan pembangunan jalan, dermaga, listrik, sarana pendidikan,
kesehatan, dan lainnya sesuai RPJMD tahun 2012-2016 kepada pemerintah
pusat untuk membuka keterisolasian dan ketertinggalan pembangunan pada 12
wilayah kecamatan perbatasan.

Teori Miliband tentang Negara memiliki otoritas sebagai teori
utama. Teori distribusi kekuasaan dalam hubungan pusat-daerah oleh B.C
Smith, Rondinelli, dan Cheema seta teori nasionalisme sebagai teori
pendukung dalam kajian mi. Temuan penelitian menunjukkan peran BNPP
sebagai lembaga koordinasi keanggotaan BNPP di dominasi oleh kementerian
dan lembaga Negara sehingga terjadi ego sektoral dan power interplay antar
lembaga dan pemerintah daerah mengakibatkan BNPP tidak efektif.
Perbedaan prioritas kebijakan dan kepentingan program pembangunan
infrastruktur perbatasan terjadi, karena kepentingan nasional pemerintah
meliputi aspek politik, keamanan, dan strategi geografi. Kepentingan daerah
meliputi membuka isolasi wilayah, pelayanan masyarakat, membangun
kawasan ekonomi dan nasionalisme. Anggaran perbatasan minim dan
masyarakat mengalami pergeseran orientasi nasionalisme.

Implikasi teoritis dalam disertasi Dr. Saiman menunjukkan bahwa
hubungan distribusi kekuasaan dan kewenangan Pemerintah Pusat pada
Daerah dalam pembangungan infrastruktur Perbatasan di kabupaten Nunukan
masih dominasi Pusat. otorita stribusi kekuasaan dalam hubungan Pusat
dan Daerah belum memberikan ak terhadap kesejahteraan masyarakat
dan kemajuan daerah perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.
Sehingga perlu adanya regulasi dan Instritusi BNPP serta keberpihakan
pemerintah pusat pada percepatan pembangunan Perbatasan (kml).
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Dosen IP UMM sebaga

di Thammasat University Bangkok - Thailand

Dosen Program Studi llmu Pemerintahan, Fakultas llmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang menjadi Pembicara
pada International Conference on Public Organization (ICONPO) VI di
kampus Thammasat University Bangkok, Thailand. konferensi dengan
tema Open Government, Democratic Governance and Public
Administsration tersebut berlangsung selama dua hari, Rabu-Kamis 10-
11 Agustus 2016. Pada acara tersebut Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si
tampil menyajikan hasil penelitiannya yang berjudul “Subtantive
Participation of Citizens and NGOs on The Wathershed Conservation in
Indonesia” di hadapan berbagai ilmuwan sosial se Asia-Pasific. Dr. Tri
Sulistyaningsih, M.Si mengeksplorasi akan pentingnya partisipasi
masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam
konservasi daerah aliran sungai Brantas di Malang mengingat daerah
tersebut menjadi salah satu area sungai kritis mencapai 332.189 ha dan
rata-rata tingkat erosinya hingga 66.24 ton/ha /tahun. Akibatnya hingga
saat ini kerusakan lahan di sekitar Brantas mencapai 207.641 ha.

Dampaknya, terdapat 1.113 masyarakat dan 740 petani yang
terkendala aktivitasnya akibat erosi. Di sisi lain, kerusakan hulu juga
berdampak terhadap menurunnya mata air dan kekeringan saat musim
kemarau serta banjir di musim hujan. oleh karenanya peran stakeholder
dalam manajemen aliran sungai bisa dikatakan belum sesuai dengan

Makin besarnya kewenangan yang diberikan
oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
. belum dibarengi oleh peningkatan kualitas
pegawai. Beberapa persoalan mendasar di
birokrasi daerah seperti lemahnya kapasitas dan
komitmen, rendahnya inisiatif dan responsivitas
serta berbagai persoalan lain.Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah di Indonesia diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, efektifitas dan efisiensi.
Hubungan pemerintah pusat dan daerah perlu
ditingkatkan sehingga potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang
dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggara
pemerintah dapat berjalan dengan baik agar selaras dengan wacana Good
Governance. Pelaksanaan otonomi daerah sebagai manifestasi dari
tuntutan arus globalisasi menjadi sangat penting untuk terus diperhatikan
dan dikawal.

Program Studi Ilmu Pemerintahan mempunyai tugas mengawal dan
mengontrol Pemerintahan baik di tingkat lokal maupun nasional. untuk
mewujudkan visi melalui Strengthening Effective Government, sejak
Tahun 2010 Prodi llmu Pemerintahan menggandeng Lembaga Anti
Korupsi Pro Otonomi Daerah BIMA Dompu SUMBAWA Nusa Tenggara
Barat (Lapinda Bidos) sebagai bentuk kontrol terhadap pelaksanaan
pemerintahan di daerah. Bentuk kerjasama ini adalah kerjasama dalam
bentuk riset dan seminar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dan
beberapa persolana korupsi. Pada Tahun 2016 Prodi Ilmu Pemerintahan
UMM memperpanjang kerjasama dengan Lapinda Bidos untuk
meningkatkatkan perhatian terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang
beberapa kurun waktu menjadi sorotan publik karena banyaknya kepala
daerah yang terjangkit korupsi.

Fenomena tersebut, menegasikan bahwa persolanan otonomi daerah di
Indonesia semakin komplek dan memerlukan peran serta dari berbagai
kalangan termasuk akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
Persoalan yang dianggap sebagai sesuatu yang vital untuk segera ditangani

Acara Perpanjangan Mol antara [P UMM
dan Lapinda Bidos

i Pembicara

rencana aksi yang telah disusun, sehingga kualitas
pelayanan publik dan managemen kebijakan masih
jauh dari ekspektasi publik. Oleh karenanya peran |
serta dan dukungan nyata dari pemerintah begitu
sangat penting. Pemerintah sebagai pembuat
kebijakan dan pemeberi layanan kepada
masyarakat dengan jargon tata kelola pemerintahan
dapat dirasakan langsung oleh warga masyarakat,
dan masyarakat sebagai objek harus pula memberi
dukungan terhadap emerintah dengan memberikan
partisipasi yang nyata. Sehingga kedua element
tersebut yaitu, pemerintah dan masyarakat bisa
bersinergi dalam menjaga lingkungan.

Kegiatan ini menjadi ajang yang sangat
bermanfaat dari sisi pengembangan jejaring institusi [lmu Pemerintahan UMM
karna telah menjadi bagian dari perkumpulan ilmuan di tingkat Asia Pasifik.
Manfaat yang lain adalah menjadikan jejaring ini bisa dijadikan sebagai
jembatan untuk pengembangan akademik dan publikasi international. karena
konferensi seperti ini sangat strategis dan menjadi media diseminasi serta
publikasi keilmuan sekaligus memperluas jejaring international dalam rangka
meningkatkan reputasi institusi (kml).

Dr. Tri. Sulistyaningsih, M.Si
sebagai pemateri ICONPO VI

Prodi llmu Pemerintahan memperkuat kerjasama
dengan LAPINDA BIDOS

dan diselesaikan. Lapinda Bidos mempunyai tanggung jawab untuk menjadi
jembatan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Terwujudnya Good Governance bukan hanya menjadi tanggung jawab
pelaksana pemerintahan saja. akan tetapi masyarakat juga diharapkan untuk
bersinergi dalam mengelola pemerintahan. Misi utama lapinda Bidos
sebenarnya ingin menata pelaksanaan pemerintahan agar jauh dari perilaku
pejabat yang menyimpang, yang marak terjadi di Nuta Tenggara Barat saat ini
adalah banyaknya para elit politik dan pejabat pemerintahan yang
menggunakan anggaran pemerintah yang tidak sesuai peruntukannya.

Memang, persoalan Korupsi bukanlah sesuatu yang mudah untuk
dihilangkan begitu saja, ia dapat dicegah agar korupsi tidak semakin menjadi
malapetaka bagi kesejahteraan. Desentralisasi yang dicanangkan pelimpahan
kewenangan dari pusat ke daerah, seakan membuka peluang bagi daerah untuk
bebas dari intervensi Pusat. dalam pelaksanaanya memerlukan peranan yang
sangat serius dari berbagai elemen dari pemerintah, swasta, dan masyarakat
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten/kota telah memperoleh kewenangan untuk mengatur dan mengelola
wilayah-wilayahnya. Namun, dalam pelaksanaan masih terdapat berbagai
kendala dan kelemahan sehingga perlu penyempuranaan, dalam tatanan
kebijakan maupun implementasinya. Berkaitan dengan hal tersebut telah
dilakukan perubahan terhadap UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan
daerah yang telah mengatur dan memberikan kewenangan dan kewajiban yang
lebih mendalam pada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Nusa Tenggara Timur (NTT) bukan tidak mungkin menjadi daerah yang
rawan akan syarat Korupsi, sehingga kepiawaian masyarakat dalam memerangi
hal tersebut sangat urgent untuk dihadirkan. Wacana Desentralisasi selama ini
merujuk pada restrukturisasi atau reorganisasi wewenang sehingga ada sebuah
sistem tanggung jawab bersama antara institusi pemerintah pada tingkat pusat
dan daerah menurut prinsip subsidiaritas, sehingga bisa meningkatkan
keseluruhan kualitas dan keefektifan sistem pemerintahan, dan juga
meningkatkan wewenang dan kapasitas daerah untuk mengelola daerah tanpa
adanya perilaku koruptifoleh pemerintah. (kml)

PSK2B Memperluas Kerjasama antar Lembaga

Dosen
bergabung dalam Pusat Studi
Kewilayahan, Kependudukan dan
Penanggulangan Bencana
(PSK2PB) merupakan Lembaga
yang berada di bawah naungan
Universitas Muhammadiyah
Malang. Lembaga yang dipimpin
oleh Drs. Krishno Hadi, MA. yang
juga merupakan Kepala
Laboratorium Ilmu Pemerintahan
ini bergerak dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bidang

- |

Tim IP UMM perkuat PSK2PBJUMM padaiaksi tangguh bencar

IP-UMM pro aktif

mitigasi bencana dan pencegahan terjadinya bencana daerah. Untuk
memperkaya kajian serta memperlancar program, PSK2PB menjalin
kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota
Malang dan Kabupaten Malang.

Beberapa kegiatan terobosan yang dicanangkan yaitu, Sosialisasi
Kelurahan Tangguh Bencana guna memberikan pengkajian persoalaan yang
harus segera dipersiapkan solusinya untuk membentuk kelurahan yang
tanggap bencana. Kelurahan bareng adalah salah satu kelurahan yang
memiliki potensi bencana banjir karena kawasan ini termasuk kategori
kawasan kumuh, sehingga PSK2PB dan BPBD menyiapkan sosialisasi
khusus untuk kelurahan agar pemerintah dan masyarakat mempunyai solusi
dan persiap dalam menghadapi bencana secara mandiri.

Strengthening
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Dalam rangka memperkaya keilmuan sebagai pisau analisis dalam
kegiatan kebencanaan PSK2PB dan BPBD melakukan Studi banding ke
beberapa daerah diantaranya BPBD Kabupaten Sleman dan Yogyakarta
untuk mempelajari metode penanggulangan bencana daerah serta menggali
informasi. Pengkajian kebutuhan Pasca Bencana mulai dari melakukan survei
daerah yang terdampak bencana sekaligus mendata kebutuhan yang ada di
lapangan sampai inventarisir daerah yang terdampak bencana, pengkajian
yang dibutuhkan dalam penanganan pasca bencana.

Selain itu, Tim PSK2PB dan BPBD Kota Malang juga mengujungi
daerah bekas terdampak meletusnya gunung merapi. Pasca Bencana gunung
merapi, dusun Kaliadem Cangkingan Sleman, masyarakat banyak yang
kehilangan mata pencaharian mereka. Untuk menanggulangi hal tersebut,
BPBD kabupaten Sleman mempunyai inisiatif solusi agar masyarakat yang

IP UMM aktif terlibat pada proses Kebijakan
Publik tentang APBD Pemerintah Kota Malang

Terlibat dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang merupakan salah
satu bentuk interpretasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kesempatan Program
Studi [lmu Pemerintahan dalam meneliti sekaligus mengembangkan ilmu
pengetahuan menjadi semakin terbuka. Rapat Paripurna DPRD Kota
Malang dengan tajuk “Jawaban Wali kota Malang Terhadap Pandangan
Umum Fraksi Terhadap Ranperda Kota Malang tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 yang
dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2016 dan 5 Agustus 2016 di ruang rapat
paripurna DPRD Kota Malang dihadiri oleh beberapa pihak seperti
eksekutif, legislatif dan juga akademis.

Hevi Kurnia Hardini, S.IP., MA.Gov, yang merupakan ketua Program
Studi llmu Pemerintahan mengindahkan undangan resmi dengan terlibat
langsung dalam acara tersebut. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dalam
pelaksanaannya terdapat beberapa rangkaian pembahasan. Pertama,
penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD Kota Malang yang
disampaikan oleh Wawali Kota Malang. Kedua, pandangan dari beberapa
Fraksi. Pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 diantaranya
dari PKB, Golkar, PPP-Nasdem, PDIP, Demokrat, Hanura-PKS. Gerindra
dan PAN. Kesemua Fraksi memberi masukan perbaikan pelayanan kepada
masyarakat seperti pembangunan jalan, drainase, pasar tradisional (Dinoyo,
Blimbing dan Pasar Besar). Seluruh Fraksi menyetujui penetapan Ranperda
menjadi Perda.

Pembahasan APBD yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang
sangat penting untuk dijadikan referensi pembelajaran bagi kurikulum
Jurusan [lmu Pemerintahan. Selain sebagai implementasi keilmuan dalam
ranah praktis, juga dapat digunakan sebagai studi komparasi. Kegiatan ini
tentunya dapat memberikan pengaruh positif bagi kasanah keilmuan

terdampak letusan gunung merapi tetap bisa menyambung hidup dan
memenuhi kebutuhannya untuk keluarganya, serta memberikan bantuan dan
sekaligus pelatihan melalui dinas peternakan dan pertanian untuk
menfasilitasi dengan cara memanfaatkan lahan yang kosong menjadi lahan
peternakan sapi an kelinci serta menanam kopi.

Agenda selanjutnya, singgah ke Desa Rejowinangun Kecamatan
Kotagede Yogyakarta, untuk melihat potensi masyarakat desa yang memiliki
kemandirian, dengan menanam tanaman herbal dan diolah menjadi jamu
tradisional, industry fiber, usaha kripik dan jamur. Adapun hasil yang
diharapkan dari kunjungan ke beberapa lokasi di Yogyakarta dapat
memberikan manfaat bagi kajian dan penelitian PSK2PB UMM dan sangat
mungkin metode penanggulangan bencana di Yogyakarta diaplikasikan di
Malang Raya. (Aji)

khususnya pada Mata Kuliah |§
Sistem Penganggaran
Pemerintah. Mencermati jawaban
wali kota terhadap pandangan
umum fraksi, maka untuk pelaksanaan pemerintahan Kota Malang, maka
perlu ditingkatkan optimalisasi pembangunan di Kota Malang agar wujud
dan bentuknya segera dirasakan oleh masyarakat. Pembangunan tersebut
demi mewujudkan pelayanan yang prima dan tata kelola pemerintahan yang
baik dan berasaskan pada prinsip-prinsip good governance.

APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan,
sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan
atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses
yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi
dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan
hidup masyarakat. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan
adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan
tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum/tidak tersedia
anggarannya dalam APBD/ APBD-Perubahan. Pemerintah daerah wajib
mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati
oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian
pelayanan. Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas
efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat
dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan
sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan
maksimal untuk kepentingan masyarakat. Untuk memenuhi aspek
transparansi anggaran kepada masyarakat, pemerintah Kota Malang
memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui APBD melalui
website resmi pemerintah Kota Malang. (Dmj)

Suasana Rapat Paripuna DPRD Kota Malang

Heru Mulyono: Bakti dan Kontribusi Dosen Praktisi

Menjadi seorang Pendidik tidaklah mudah dan tidak pula
seperti membalikkan telapak tangan. ada tangungjawab yang harus
dipikul untuk mendidik mahasiswa. Mendidik yang dimaksud
adalah profesionalme sebagai tenaga pengajar yakni membina,
membimbing serta melayani mahasiswa yang berasaskan pada
tugas awal seorang pendidik dan pengajar. Pendidik adalah ilmuan #¢
yang mempunyai tugas utama untuk mentransformasikan, L
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan.

Begitu juga yang dilakukan oleh Heru Mulyono, S.IP.,
M.T. Beliau dalam kesehariannya adalah seorang Pegawai Negeri
Sipil (PNS) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota
Malang dan sekaligus juga seorang Dosen Praktisi pada Jurusan llmu
Pemerintahan, FISIP — Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Pak
Heru sapaan akrab dari mahasiswanya tersebut menyelesaikan pendidikan
strata 1 di Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri (STPDN), kemudian
melanjutkan pendidikan pascasarjana di Institut Teknologi Surabaya (1TS).

Menjalankan dua peran dengan tuntutan dan tanggungjawab yang
berbeda tentu tidak mudah. Tujuh tahun dengan menjalankan dua profesi
yang sama-sama penting di dunia sosial, dimana di satu sisi beliau harus
memposisikan diri sebagai birokrat, sementara di sisi lain juga harus
memberikan kontribusi penuh dalam mencetak kader bangsa yang terampil
dalam bidangnya. Menurut pria Kelahiran Klaten tersebut, “Menjalani
profesi sebagai birokrat kemudian juga harus tetap berkontribusi untuk
mencetak kader yang terampil itu bukan perkara mudah. Diperlukan jalan
tengah sehingga keduanya bisa berjalan bersamaan™.

Dosen yang dikenal mempunyai karakter disiplin dan “ceplas-
ceplos” ini ingin mencetak sarjana [lmu Pemerintahan yang tidak hanya
menguasai teori yang didapat dalam kelas saja, akan tetapi juga harus
mempunyai skill lapangan. “saya ingin mahasiswa saya tidak hanya pandai
dalam teori, tapi juga memiliki kemampuan menguasai permasalahan™ tutur
nya. Kemampuan di lapangan dimaksudkan agar mahasiswa nantinya
setelah menempuh pendidikan tidak merasa canggung dan kaku memasuki

Strengthenin yovernment

dunia kerja dan masyarakat,” Imbuhnya. Lebih lanjut sebagai
Dosen Praktisi, Heru memiliki semangat tersendiri dalam
memberikan pendidikan dan pengalaman kepada anak didiknya.
Hal tersebut tercermin dari spirit beliau untuk melibatkan
mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan lapangan.
' Pada tahun 2010, Heru juga terlibat dalam mencetuskan

kegiatan Magang Riset. Beliau tidak lupa dengan perannya
® sebagai Dosen Praktisi dengan membuka jaringan Magang Riset
Pemerintahan di tataran pemerintah Kota Malang. Beberapa
diantaranya adalah Magang Riset di sejumlah kelurahan Kota
Malang, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
(BKBPM) Kota Malang, BPBD Kota Malang, dan Dinas Pekerjaan Umum
(PU) Kota Malang. Beliau menempatkan peserta magang tidak semata-mata
untuk menggugurkan kewajiban, lebih daripada itu juga untuk memberikan
pengalaman pada saat proses magang. Di sisi lain, beliau menyimpulkan
bahwa lulusan yang baik bukan hanya memiliki Indeks Prestasi Kumulatif
(IPK) yang tinggi, tetapi juga mempunyai skills dan dapat menerapkan
ilmunya dalam kehidupan nyata serta mempraktikan ilmu yang telah di dapat
dari berbagai problematika yang ada di lapangan dan dapat memberi solusi
bagi masyarakat. Selain itu, dengan adanya Magang Riset sangat mungkin
sebagai langkah awal, jika anak didik yang cocok dengan tempat magang
dalam berbagai aspek yang memenuhi, tidak menutup kemungkinan bisa
menjadi pengalaman pertama dalam dunia kerja.

Terakhir, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Renkontruksi BPBD

Kota Malang ini juga mengharap adanya sinergi antara pemerintah dengan
perguruan tinggi untuk membangun paradigma pemerintahan yang lebih
dinamis. Dimana salah satu peran pendidik tidak hanya memberikan kritik
kepada pemerintah, namun juga ikut serta dalam membangun pemerintahan
yang lebih baik. Keterlibatan tersebut dapat diwujudkan dengan mencetak
lulusan yang memiliki kemampuan akademik baik dan diimbangi dengan
kemampuan menguasai permasalahan di lapangan sehingga dapat
mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan
akutabel (dmj&aji).
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Opini Mahasiswa

Dewasa ini pelayanan publik menjadi buah bibir yang cukup
ramai diperbincangkan di masyarakat. Baik pelayanan
publik yang dilakukan pemerintah maupun sektor swasta.
o Penyebabnya tak lain ialah karena kemajuan jaman yang
berdampak pada beragamnya tuntutan hidup manusia, oleh
sebab itu juga pihak yang bertindak sebagai penyedia
pelayanan harus peka terhadap fenomena yang terjadi di
masyarakat. Salah satu penyedia pelayanan yang harus terus berbenah adalah
pemerintah, terutama pemerintah daerah yang langsung bertatap dengan
masyarakat banyak. Pelayanan prima menjadi sarapan wajib yang harus
dipenuhi oleh pemerintah daerah jika ingin tetap berdaya saing dengan daerah
lainnya, apalagi dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang pemerintah daerah yang mengharuskan daerah untuk selalu memacu
pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk penyediaan pelayanan
pemerintah kepada masyarakat yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah
Kabupaten Probolinggo adalah ketersediaan ibu kota dan pusat pemerintahan,
dikarenakan pada pusat pemerintahan nantinya segala proses pemerintahan
dijalankan oleh pemerintah daerah. Ketersediaan ibu kota dan pusat
pemerintahan yang baik menjadikan pemerintah dapat lebih fokus
menjalankan roda pemerintahan.

Kabupaten Probolinggo sendiri sejak berdiri belum mempunyai
sebuah ibu kota definitif. Hanya saja kedudukan pemerintah daerah dan
jalannya proses pemerintahan berada di wilayah Kota Probolinggo. Kota
Probolinggo merupakan sebuah kota administratif yang dapat menjalankan
pemerintahannya sendiri, sehingga seiring waktu dirasa perlu untuk
memindahkan proses pemerintahan Kabupaten ke wilayah lain. Ibu kota selain
menjadi simbol kedaerahan yang mempunyai daya tarik tersendiri, ibu kota
juga dapat dijadikan sebagai pusat pengembangan wilayah yang akan
berdampak pada kemajuan daerah itu sendiri. Sejak tahun 2010 Kabupaten
Probolinggo resmi mempunyai ibu kota definitif, berdasarkan peraturan
pemerintah nomor 02 tahun 2010 tentang pemindahan ibu kota Kabupaten
Probolinggo dari Kota Probolinggo ke wilayah Kecamatan Kraksaan. Sejak itu
juga beragan pembangunan dan pengembangan terus dilakukan oleh
pemerintah. Kecamatan Kraksaan sendiri merupakan wilayah perkotaan kecil
di Kab Probolinggo, dan juga dulunya pada jaman kolonial merupakan daerah
karesidenan yang membawahi beberapa daerah disekitarnya. Sehingga sistem
perkotaan telah lama terbangun di Kec Kraksaan, dengan adanya beberapa
fasilitas pemerintahan yang digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Profil Mahasiswa

Menjadi mahasiswa, bukan hanya menjalani perkuliahan semata.
Namun juga memiliki tugas lain yang harus dilakukan. Bukan hanya
mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen saja, tetapi juga ada tugas mulia
yang yang harus dipenuhi. Tugas mulia tersebut adalah dengan melakukan
kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Pendidikan
dalam artian mahasiswa yang menutut kepada pihak lembaga pendidikan
dalam hal ini kampus untuk memberikan pendidikan, pengajaran, dan fasilitas
yang maksimal dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Tugas tersebut
untuk memfasilitasi tercapainya jadi diri seorang mahasiswa sebagai agent of
change. untuk mewujudkan hal tersebut perlu penguatan dari segi kapasitas
akademik maupun skill yang harus dimiliki bagai setiap mahasiswa. Dari sisi
penelitian, mahasiswa dituntut dapat menemukan solusi dari suatu
permasalahan, sehingga menciptakan solusi baru dalam menyelesaikan
permasalahan yang ia temukan di dalam masyarakat. Keberadaan mahasiswa
di Indonesia diharapkan menjadi agent of change at local distric, atau menjadi
pioner untuk perubahan di daerahnya. Pengabdian pada masyarakat
dimaksudkan agar mahasiswa menjadi para pembaharu di lingkungan tempat
tinggalnya. Mereka yang lulus menjadi sarjana, berupaya membangun
daerahnya dengan jerih payah mereka, dengan idenya, dengan gagasannya,
dengan hasil karya mereka. Sehingga masyarakat tidak berbondong-bondong
menuju kota besar.

Umarul Faruk, Mahasiswa Prodi [lmu Pemerintahan yang pro aktif
diberbagai kegiatan keorganisasian. Sosok pemuda yang memiliki segudang
potensi intelektualisme serta karir akademik yang patut dicontoh. Pemuda
progresif yvang lahir di pamekasan dua puluh delapan (28) tahun yang lalu
memulai dunia intelektualnya di pondok pesantren Mambaul ulum Bata Bata
Pamekasan Madura. Pemuda ini menggali ilmu agama dan mempertajam ilmu
logika di pesantren salafyang menjadi dasar serta landasan dalam bergerak di
dunia Universitas. Kepiawannya dalam manajerial kepemimpinan pun teruji
dalam jenjang kepemimpinan awalnya di OSMI (organisasi santri madrasah
ibtidaiyah), dalam memulai kepemimpinannya ini Faruk (sapaan akrab)
mampu merestorasi manajemen organisasi serta mampu melebarkan
cakrawala pengetahuan pada bidang literasi. Kemampuan Literasi yang
dikembangkan mampu memantik minat serta bakat terpendam seluruh warga
pesantren, sehingga dengan menumbuhkan potensi kepenulisan rekan serta
warga pesantren kala itu, sosok Faruk patut diapresisasi dalam hal
kepemimpnan.

Hijrahnya Faruk ke kota Malang membawa segudang mimpi besar

Profil Mahasiswa Progresif dan Pro-aktif

Pengembangan Kawasan Perkotaan Kraksaan sebagai

Ibu Kota dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Probolinggo
oleh: Rahmat Kastum Hidayatullah

Proses pemindahan dan pengembangan pada daerah baru tidak
dilakukan sekaligus, namun dengan tahapan demi tahapan sehingga
membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Fenomena pemindahan
ibu kota belakangan ini sering terdengar di beberapa daerah di Indonesia,
antara lain Kabupaten Simalungun di Sumatera Utara, Kabupaten Kerinci di
Sumatera Barat, serta Kabupaten Malang yang memindahkan ibu kota dan
pusat pemerintahannya ke Kecamatan Kepanjen Kabupaten. Hal tersebut tak
lain dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Kabupaten Probolinggo sebelum mengalami pemindahan pelayanan kepada
masyarakat tidak optimal, hal tersebut disebabkan oleh keberadaan kantor-
kantor pemerintah yang terpencar, ada yang di Kota Probolinggo, Kecamatan
Dringu dan Kecamatan Kraksaan. Selain masalah pelayanan, pemindahan
juga dilatarbelakangi oleh investasi selama tidak adanya ibu kota definitif
tidak mengalami kenaikan vang signifikan. Hal itu karena keraguan dari
investor untuk berinvestasi pada daerah Kabupaten Probolinggo yang belum
mempunyai ibu kota dan pusat pemerintahan yang jelas.

Sejak pemindahan perubahan pun dapat terlihat, entah itu pada
Kecamatan Kraksaan yang menjadi pusat maupun daerah Kabupaten
Probolinggo secara keseluruhan. Diantaranya banyak tumbuh pusat-pusat
kegiatan pada kawasan perkotaan Kraksaan, pusat perbelanjaan, pusat
pendidikan, pusat kesehatan dan kegiatan sosial politik lainnya. Hal diatas
merupakan dampak dari pemindahan dan pengembangan ibu kota Kabupaten
Probolinggo. Kedepan diharapkan juga pemerintah dapat lebih baik dalam
membangun ibu kota dan wilayah Probolinggo keseluruhan agar dapat
berdampak juga terhadap kesejahteraan masyarakat. Terutama masyarakat
Kota/Kecamatan Kraksaan yang mengalami pembangunan, selain
pembangunan pemerintah diharapkan juga menumbuhkan dan
mencerminkan citra kota yang baik, yakni dapat memenuhi berbagai prinsip
good urban governance. Berbagai prinsip vang perlu diperhatikan bagi
pemerintah kota adalah diantaranya pembangunan yang berkelanjutan,
subsidiritas, keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, keterlibatan
masyarakat sipil, serta keamanan. Keseluruhan prinsip good wrban
governance jika dijadikan pedoman dalam pembangunan dan pengembangan
perkotaan maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang juga
nanti akan berimbas pada kemajuan daerah. Selain prinsip diatas dalam
menata sistem kota, pemerintah juga perlu memakai beragam teori sebagai
dasar, diantaranya teori konsentris yakni membagi kota dalam berbagai zona
sehingga dalam pembangunan dapat dirasa penataan yang baik. (Rkh)

dan cita cita tinggi untuk mendalami ilmu pengetahuan khususnya
di bidang [lmu Pemerintahan fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang dengan harapan jika
kembali nantinya ke tanah asal kelahiran mampu memberikan
kontribusi kongkret terhadap daerahnya, khususnya pada wilayah
pemerintahan daerah. Yang menurut Faruk perlunya membangun
mental perlawanan terhadap prilaku koruptif yang cenderung dekat dengan
struktur pemerintahan. Baginya korupsi adalah awal dari ketimpangan dan
kesenjangan yang terjadi di daerahnya.

Menjadi wakil ketua di Himpunan Mahasiswa Jurusan llmu
Pemerintahan dan Organisasi Alumni Pesantren adalah serpihan kecil dari
penyuluh watak aktivisme Faruk, terlebih dengan terpilihnya sebagai wakil
sekretaris umum Himpunan Mahasiswa Islam komisariat Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik pemuda ini semakin memperuncing nalar aktivisnya. Artinya,
tak dapat diragukan bahwa organisasi dalam dunia perkuliahan mampu
mendongkrak potensi intelektual dan aktivis yang terpendam. Bagi Faruk
organisasi adalah bukan hanya soal belajar melainkan pengabdian. Karena
dalam pengabdiannya dalam organisasi justru segudang pengetahuan
mengiringi perjalanan kehidupan.

Faruk, disamping sosok intelektual religius, ia memiliki perhatian
khusus terhadap isu korupsi, sehingga dengan ketertarikannya ini menjadikan
Faruk melibatkan diri dalam Organisasi non-Pemerintah yaitu Malang
Corruption Watch (MCW) menjadi ladang sumber pengetahuan baru bagi
Faruk. Ketertarikannya dalam pencegahan dan pemberantasan pelanggaran
korupsi di Pemerintahan. Faruk memulai mengkritisi kebijakan kebijakan
yang tidak sesuai di pemerintahan Kota Malang, kabupaten Malang dan kota
Batu. Sebagai koordinator badan pekerja MCW, Faruk memiliki mimpi besar
yakni terciptanya tatanan pemerintahan local yang baik (good local
governance) dari korupsi serta terpenuhinya semua layanan publik dasar bagi
masyarakat Malang. Bentuk konkret pengabdian ini dalam rangka
memanifestasikan semua khazanah pengetahuan yang dimilikinya untuk
kepentingan rakyat. Terakhir, kiranya dari perjalanan Umarul Faruk ini
mampu memberikan secercah spirit menjadi intelektual yang berpihak
terhadap rakyat yang dipaksa kalah dan secercah spirit aktivisme yang
mampu menyeimbangkan antara wilayah akademik dengan keorganisasian
formal. Sehingga nantinya dengan bekal ilmu pengetahuan itu mampu
menjadikan setiap orang yang berpengetahuan mampu memanifestasikan
jalanilmiahnya terhadap keberpihakan pada kebenaran.
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MENINGKATKAN KUALITAS SDM DESA SIMBARINGIN

MENUJU DESA RELIGIUS,

EDUKATIF, DAN KREATIF

oleh: Sofi Isnaini

Mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Malang
serangkaian kegiatan pengabdian ma: kat di
mbaringin dengan bertemakan “Pengabdian REK
(Rehpus Edukatif, dan Kreatif) sebagai Upaya Peningkatan
Kualitas Sumber Daya Manusi i :
<an  disesuaika g
n KKN ini bertujuan untuk meng
siswa dalam memecahkan permasalahan di lingkunga
sosial masyarakat. Program kerj r dilaksanakan bertujuan
untuk membangun Desa Simbaringin baik dengan
mengembangkan sumber daya manusianya maupun sumber daya
alamnya (potensi desa).
Sebagai titik a \-al mulﬂ keg lan di du,l
pemb n dimana agen i
diantaranya ialah Kapols
J blmbdrlm,m beser
siswa KKN ters
emi membangun D
gius dijabarkan ke dalam kt:!e_lald]‘] m;.ni_
lomba tartil dan kaligrafi 1 Simbaringin. K
dilatarbelakangi oleh ke (4
Simbaringin ini merupakz
akronim dari hurufE y
bersama Desa Simbaring
program kerja pembukaan taman bﬂca dzm pengadaz 7
setiap harinya. Tidak hanya itu, terdapat program En_gh.\h C'!ub dengan materi
berbeda dan mengasy i anak sangat

3 ng diturunkan

an dd}d]‘]'l bunlul\ pelduh' n guna mengasah
dari anak usia se i 1 ibu-ibu rumah
n :.t:l‘ldll‘] memiliki potensi gung yang tersebar
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Menjadi Koordinator Desa (Kordes) kelompok Kuliah
Kerja Nyata (KKN) 51 merupakan kebanggaan dan
amanah yang harus dipertanggungjawabkan. KKN 51
yang bertempat di Desa Mojorejo, Kecamatan Wates,
Kabupaten Blitar merupakan salah satu agenda rutin
yang diadakan oleh Kampus Putih UMM. Kegiatan ini
diagendakan tanggal 20 Juli 2016 hingga 19 Agustus
2016. Sebagai Koordinator Desa banyak yang harus
dipersiapkan untuk kesuksesan KKN sebab mahasiswa
KKN UMM membawa misi untuk membangun Desa
Mojorejo yang masih dikatakan tertinggal.

Berbekal kemampuan dan rasa percaya diri memberikan keyakinan
tersendiri bahwa semua misi KKN akan terealisasi. Berawal dari
keterlibatan dalam organisasi lkatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
“Renaissance” FISIP dan Himpunan Mahasiswa Jurusan [lmu Pemerintahan
(HIMAP). Pengalaman menjadi Kader (IMM) dan Ketua UMUM (HIMAP)
adalah bekal memimpin kegiatan kelompok ini. Dikarenakan kondisi
topografi desa yang berada di wilayah perbukitan dan memiliki perbukitan,
turunan, tanjakan, hutan dan jalan terjal mengharuskan pembagian
kelompok KKN 51 menjadi dua bagian. Kondisi geografis memiliki banyak
lokus sehingga sesuai intruksi Pak Koko, Kepala Desa Mojorejo kelompok
KKN 51 dibagi menjadi dua wilayah. Terdapat wilayah bawah dan atas yang
masing-masing proporsinya adalah 15 orang di atas dan 16 orang di bagian
bawah.

Program yang diusung oleh KKN 51 untuk membangun Desa
Mojorejo adalah program yang sesuai dengan kondisi desa, diantaranya
adalah program bimbingan belajar, ekstrakurikuler, pengobatan gratis,
senam lansia, fermentasi pakan ternak dan pupuk, lomba HUT kemerdekaan
RI dan pengembangan usaha Cekeremes. Program-program ini diluncurkan
karena melihat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang masih sangat
minim dan kurang. Dalam hal program bimbingan belajar diadakan karena
melihat pendidikan di Desa Mojorejo masih sangat rendah. Rata-rata jumlah
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Negeri dalam Program KKN

siswa di sekolah dasar yang tersebar di Desa Mojorejo tidak lebih dari 60
orang siswa. Maka diharapkan program bimbingan belajar mampu
menigkatkan kualitas pendidikan di desa tersebut. Terutama dalam segi etika
dan moral yang perlu dibentuk karena anak-anak masih kurang memiliki rasa
perhatian terhadap orang lain, Pada segi kesehatan, untuk meningkatkan
angka harapan hidup dan menjaga kesehatan Desa Mojorejo. Program
pengobatan gratis dan senam lansia secara rutin dilakukan setiap hari sabtu
dan minggu.

Satu lagi yang ditunggu oleh masyarakat adalah momen memperingati
Indonesia Independence Day dengan beberapa perlombaan. Desa Mojorejo
mengagendakan sepeda “alon™, balap karung dan balap kelereng.

Selanjutnya agenda pengembangan usaha Cekeremes. Cekeremes
adalah olahan makanan seperti kerupuk yang berasal dari Singkong yang
dijadikan “gaplek”. Orang Mojorejo menyebutnya demikian, tetapi
umumnya disebut tepung singkong. Gaplek kemudian diolah dengan tepung
dan menggunakan batok l\t.l']pd untuk mencetaknya. Memiliki rasa gurih dan
enak namun sayangnya usaha khas Desa Mojorejo ini kurang dikembangkan
dengan baik karena masih diproses dengan sangat sederhana dan 1radisionai.
Maka kelompok KKN 51 ingin mengembangkan usaha tersebut dalam hal
pengemasan dan pemasaran, agar memiliki nilai ekonomis tinggi. Pada
akhirnya KKN 51 sepakat Immberak‘m bantuan berupa plastik roll, label atau
cap serta alat seller untuk press plastik. Harapannya adalah bantuan diberikan
akan dapat memudahkan dan meningkatkan hasil produksi dari pengusaha
Cekeremes Mojorejo.

Selama menjalankan kegiatan KKN di Desa Mojorejo banyak suka
duka vang harus dilewati agar program dari setiap divisi tetap berjalan. Mulai
dari konflik internal, persahabatan, percintaan hingga adu argumen untuk
sebuah program. Hal yang menyenangkan adalah mendapatkan banyak
teman baru, khususnya dari jurusan-jurusan yang berbeda. Kondisi ini
memberikan banyak manfaat, seperti sharing dan bertukar keilmuan antar
jurusan. Selain itu dengan kondisi lingkungan yang berbeda, masyarakat non
muslim atau lebih tepatnya beragama kristiani mengharuskan mahasiswa
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untuk sangat hati-hati dalam hal ucapan dan perbuatan. KKN 51 harus
menjunjung toleransi antar umat beragama. Terlebih posko KKN yang
ditempatkan pada rumah warga non-muslim membuat kelompok ini saling
menghargai ketika sedang beribadah. Sedangkan duka dalam KKN ini
adalah letak topografi yang naik turun bukit dan wilayah di tengah

perbukitan, maka sudah jelas sangat sepi dan tidak ada hiruk pikuk kendaraan
yang lalu lalang. Meskipun demikian, kelompok KKN 51 UMM merasa
senang karena bagi kelompok 51 kondisi ini adalah The Real KKN. Pada
penghujung perpisahan nanti akan diagendakan kesenian kuda lumping serta
pentas seni untuk memeriahkan acara perpisahan KKN kelompok 51. (eko)

“Menciptakan Sarjana Plus-plus melalui Organisasi Mahasiswa”
Oleh : Deny Hayu Aprillianingtyas

Mahasiswa tak ubahnya seperti pejuang vang berusaha
menggapai kemerdekaannya menjadi seorang sarjana. Prosesnya
pun tidak mudah sehingga perlu dijalankan dengan baik dan
sungguh-sungguh. Selain menjalankan kewajiban belajar,
mahasiswa dituntut untuk mampu beradaptasi dengan dinamika
sosial dalam ranah praktis. Sebagai bentuk komparasi keilmuan di
bangku kuliah dengan realita lapangan maka diperlukan sebuah
wadah pengembangan diri. Salah satu wadah pengembangan diri
adalah melalui organisasi mahasiswa intra maupun ekstra kampus.
Organisasi mahasiswa intra kampus seperti Senat Mahasiswa,
Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, Unit
Kegiatan Mahasiswa, dan sejenisnya. Banyak orang berpikir bahwa
berorganisasi akan menghambat perkuliahan namun perlu diketahui bahwa
cara menguji keilmuan adalah dengan memperbanyak pengalaman dalam
bentuk praktik real.

Kehidupan mahasiswa tanpa organisasi akan cenderung
membosankan. Kuliah pulang kuliah pulang kurang memberikan nilai
tambah dari apa yang didapat selama masa perkuliahan. Mengikuti banyak
organisasi tidak akan menjadi kendala dalam proses belajar asalkan bisa
mengatur waktu dengan baik. Banyak hal positif yang bisa didapatkan
dalam berorganisasi ketika menjadi fungsionaris HIMAP dan SEFA ISIP.
Diberi amanah menjadi sekretaris umum (HIMAP) maupun bendahara
umum (SEFA) adalah ajang aktualisasi diri untuk menambah banyak
pengalaman dan hal-hal positif. Ketika menjalankan organisasi,
fungsionaris dituntut untuk bekerja sedikit lebih keras untuk
menyeimbangkan waktu antara serangkaian kegiatan organisasi dan
belajar. Terkadang tidak mempunyai waktu santai dengan teman-teman
namun masih banyak poin positif vang bisa diambil. Selain itu pula
pengalaman organisasi tersebut mampu menyumbangkan leadership skill
seperti mengutarakan pendapat, menggerakkan teman-teman lain sesama
anggota organisasi, berbicara di depan publik, memecahkan suatu
permasalahan dan mencari solusi (Problem Solving Skill) serta masih
banyak lainnya. Relasi yang terbangunpun bukan hanya pada mahasiswa
organisasi lain tetapi juga pada jajaran Dekanat.

Tak puas hanya dengan HIMAP dan SEFA, masih terdapat organisasi
lainnya yang sesuai dengan passion yaitu organisasi AIESEC yang
merupakan sebuah organisasi internasional yang ada di 126 Negara ini.
AIESEC adalah organisasi kepemudaan dengan fokus pada pengembangan
potensi serta kepemimpinan melalui berbagai project social serta
memberikan pengalaman untuk berhubungan dengan banyak orang dari
berbagai belahan dunia. Dipercaya sebagai Divisi External Relation
banyak hal-hal baru dan juga relasi baru yang dapat diperoleh.
Memperbaiki diri, berpakaian formal bila bertemu dengan klien yang akan
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diajak kerjasama, belajar menyesuaikan diri dan berbicara sesuai
aturan yang berlaku, berpikiran lebih terbuka serta berhati-hati
dalam ekesekusi kegiatan. Kegiatan ini dapat memperluas jaringan
atau networking yang tanpa disadari akan memiliki peran ketika
mencari pekerjaan atau karir kedepannya. Hal ini sebagai akibat
dari pembelajaran orang-orang baru yang inspiratif. Di sisi lain,
dapat berbagi pengalaman dengan teman-teman yang berasal dari
luar negeri, merasakan suasana internasional sekaligus melatih
public speaking terutama dalam berbahasa inggris.

Selanjutnya manfaat dari keterlibatan pada organisasi-
organisasi dapat diaplikasikan secara nyata pada program KKN
(Kuliah KERJA Nyata). Sebuah program kampus yang bertujuan untuk
mewujudkan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian
Kepada Masyarakat. KKN merupakan Once a Life Time Experience yang
menguras banyak tenaga dan pikiran karena mahasiswa dituntut untuk
membuat program untuk memberikan manfaat dan memberdayakan
masyarakat. Bertemu dengan orang baru yang berbeda karakter menuntut
kepintaran mengambil celah agar mendapatkan hati masyarakat setempat.
Kemampuan interaksi dengan warga desa dan para pejabat desa juga berjalan
harmonis.

Seperti contoh program KKN dari kelompok 40 di Desa Codo Wajak
menyumbangkan sebuah program penyuluhan dan pengadaan Kolam Terpal
dimana program ini bertujuan untuk membantu mengurangi banyak
pengangguran di Desa Codo. Selain itu program besar yang diusulkan oleh
kelompok KKN 40 adalah “Go Clean Our River’ dimana program ini
diharapkan bisa mencegah masyarakat Desa Codo untuk membuang sampah
sembarangan terutama di area sungai. Salah satu usulan yang disampaikan
kepada aparat Desa adalah pembentukan Perdes mengenai masalah sampah.
Hingga akhirnya setelah melalui beberapa proses, KKN kelompok 40 bekerja
sama dengan Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang mulai membenahi
permasalahan sampah di Desa Codo. Terasa sekali problem solving skill yang
telah dipelajari selama mengikuti organisasi sangat berguna dan dibutuhkan
secaranyata.

Dari KKN inilah disadari bahwa banyak hal yang dapat dipetik dari
keaktifan dalam berorganisasi. Maka akan sia-sia sekali apabila kehidupan
mahasiswa tidak diselingi dengan kegiatan positif dan mengikuti organisasi.
Sarjana plus-plus lahir dari kerja keras, dan pengalaman ditempa oleh banyak
hal. Lkuti organisasi sebanyak mungkin, belajar dan rauplah semua hal-hal
positif yang bisa kita dapat. Jatuh berulang kali pun tidak masalah, tetap
bangun dan terus berjuang. Karena sebuah gelar sarjana adalah awal dari
perjuangan selanjutnya. Biarkan orang yang berkata bahwa organisasi dan
segudang kegiatan aktivis akan menghambat kuliahmu, karena sesungguhnya
orang seperti itulah yang tidak mengetahui bagaimana nikmatnya berkuliah
dan berproses dalam sebuah organisasi.

Profil dan Informasi Pendaftaran Prodi llmu Pemerintahan

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

Menjadikan Program Studi [lmu Pemerintahan FISIP-UMM sebagai pusat pendidikan

yang unggul dalam pengembangan ilmu serta praktik pemerintahan untuk mendukung

terwujudnya Effective Government sebagai pengejawantahan nilai-nilai [slam.

m I. Menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan pola pikir, wawasan, dan

keterampilan mahasiswa di bidang [Imu Pemerintahan yang berorientasi pada

pemerintahan daerah (focal government).

. Mengembangkan riset dan kajian [lmu Pemerintahan untuk mendukung ter-
wujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif feffective government).

. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat sipil (civil society).

informasi (TCI).
. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan dan keterampilan
pemerintahan yang berakhlak mulia.

. Meningkatkan jaringan kelembagaan yang berbasis teknologi komunikasi dan |

1. Menguasai dasar-dasar llmu Pemerintahan dan keterampilan dasar bidang Pemerintahan. |

2. Mampu mengidentifikasi permasalahan di bidang Pemerintahan. |

3. Mampu mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan pemerintahan secara
komprehensif dan akurat.

4. Menguasai prinsip dasar demokrasi guna mewujudkan masyarakat sipil yang berdaya
feivil society).

5. Memiliki kepekaan dan tanggung jawab etik dalam mengemban amanah sebagai ilmuwan
dan praktisi llmu Pemerintahan.

Tempat Pendaftaran :
UPT PMB Universitas Muhammadiyah Malang

I1. Raya Tlogomas No. 246 Malang 6514, Telp.0341-464318-19 Psw. 139.
Fax. 0341-460435, 460782. e-mail:pmb(@umm.ac.id.

Pendaftaran on-line : pmb.umm.ac.id. call center: +62 341 463513.

| Program Jalur Undangan/ Jalur Prestasi & PMDK; Program Reguler; Program Beasiswa
Khusus Yatim / Yatim-Piatu; Program Beasiswa PPUT;Program Transfer dan Alih Jenjang

Prosedur Pendaftaran :

a. Mengisi biodata peserta secara online pmb.umm.ac.id

. Melakukan pembayaran secara transfer melalui BNI No. Rek. 6006002464
(Tidak menerima transfer pembayaran via ATM/SMS Bangking/
e-Banking)

. Formulir cetak online dan semua berkas syarat pendaftaran dimasukkan
dalam amplop coklat dan dikirim ke alamat: UPT PMB Universitas
Muhammadiyah Malang Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144

. Pengiriman Berkas pendaftaran melalui pos dan email.
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